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 Penelitian Bank Dunia (2014) menunjukan antara tahun 1999 hingga 2012, tingkat 
kemiskinan turun separuh dari 24% menjadi 12%  Tetapi, 65 juta penduduk masih 
hidup di antara garis kemiskinan nasional ($1,25 per hari) dengan garis kemiskinan 
global ($2 per hari) 

 Pada tahun 2001, alokasi anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan 
sebesar Rp25 triliun sedangkan jumlah penurunan penduduk miskin sebanyak 800 
ribu jiwa  Sedangkan, pada tahun 2013, alokasi anggaran untuk program 
penanggulangan kemiskinan mencapai Rp136,5 triliun sedangkan penurunan jumlah 
penduduk miskin hanya mencapai 40 ribu jiwa. 

 Setelah era desentralisasi, alokasi dana transfer ke daerah meningkat sebesar 20,6% 
dibandingkan sebelum penerapan desentralisasi tahun 2000, alokasi dana transfer ke 
daerah baru sekitar 12,9%. 

 Kemiskinan terjadi justru di daerah – daerah kaya SDA seperti Bojonegoro, Aceh Utara, 
Sumbawa Barat dll, padahal DBH SDA besar dan ruang fiskal untuk program 
penanggulangan kemiskinan tersedia. 

 

PENDAHULUAN 



ANGGARAN BESAR  vs  EFEKTIVITAS 

Sumber: PWYP (diolah dari Data Kemiskinan BPS dan Kemenkeu, 2001 – 2013) 



KEMISKINAN DI BEBERAPA DAERAH KAYA SDA 

 

Keterangan: 

Angka kemiskinan diatas angka kemiskinan nasional 

Angka kemiskinan dibawah angka kemiskinan nasional 



Menganalisis efektifitas DBH – SDA terhadap penanggulangan 
kemiskinan di lima kabupaten yang memiliki potensi SDA yang 
besar. 

Mempelajari kebijakan pengelolaan DBH – SDA dan program 
penanggulangan kemiskinan di lima kabupaten yang kaya SDA. 

Memberikan rekomendasi kebijakan fiskal terutama DBH – SDA 
terhadap efektifitas penanggulangan kemiskinan di Indonesia. 

 

TUJUAN PENELITIAN 



 Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dan pengambilan 
data primer dilakukan melalui FGD dan Indepth Interview yang 
melibatkan: 

a. pengambil kebijakan terkait sektor SDA 

b. perencanaan dan penganggaran daerah 

c. sektor pelayanan publik dasar 

d. Sektor pembangunan social 

e. Masyarakat penerima program kemiskinan (sekitar tambang) 

Data sekunder berupa data DBH SDA, Kemiskinan, alokasi belanja 
perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan dan ekonomi dari tahun 
2009 – 2013  

METODE PENELITIAN 



HASIL & ANALISA 



DBH SDA dan KEMISKINAN 

Kontribusi DBH SDA terhadap Penerimaan Daerah dan Angka Kemiskinan 
di Lima Kabupaten (2013) 



ALOKASI BELANJA  



EFEKTIVITAS  ANGGARAN & PENANGGULANGAN KEMISKINAN 



MASALAH UTAMA KEMISKINAN DI DAERAH 



KENDALA OPTIMALISASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN 



AKSES MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM KEMISKINAN 



KENDALA ALOKASI DBH SDA 
BAGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN 



 Ketergantungan daerah pada DBH SDA memberikan resiko 
kegagalan fiskal yang cukup besar, karena faktor volatiltas dari 
industri ekstraktif ini, baik volatil dari sisi realisasi produksi, maupun 
harga komoditas berbasis SDA di pasaran internasional  Ada 
sedikit saja gejolak seperti lifting migas turun, harga minyak bumi 
turun atau krisis makro ekonomi, maka efeknya sangat besar bagi 
kebijakan fiskal di daerah kaya SDA seperti di lima kabupaten 
tersebut. 

 

 

KESIMPULAN 



 Kementerian keuangan harus memperbaiki mekanisme pengelolaan DBH 
SDA; 
Harus ada transparansi dari formulasi perhitungan DBH SDA dengan melibatkan 

pemerintah daerah dan hasilnya bisa mudah di akses oleh pemerintah daerah dan 
publik. 

Formulasi harus di skenariokan secara terinci dengan proyeksi yang valid. Tidak 
hanya satu skenario tapi juga beberapa alternatif skenario untuk mengantisipasi 
gap antara perhitungan pagu indikatif dengan realisasi sehingga pemerintah daerah 
bisa cepat dan mudah menyesuaikannya dalam kebijakan perencanaan dan 
anggaran daerah. 

Kementerian keuangan membuat terobosan regulasi yang mengatur pengalokasian 
DBH SDA bisa sampai pada level desa dan kebijakan afirmatif untuk program 
penanggulangan kemiskinan di daerah. 

Rekomendasi untuk pemerintah pusaat: 



 Pemerintah didorong untuk membuat Instruksi Presiden (Inpres) terkait Data Terpadu 
Kemiskinan dan Integrasi Program Penanggulangan Kemiskinan. Aturan ini bisa 
menjadi payung hukum untuk memperkuat integrasi data kemiskinan dan 
percepatan penanggulangan kemiskinan. 

 Pemerintah agar meninjau kembali fungsi dan peranan TNP2K dalam aspek 
penanggulangan kemiskinan, karena masih belum optimal memperbaiki sinergi dan 
koordinasi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Tim koordinasi dibutuhkan tapi 
harus diperkuat kewenangannya bukan sekedar mengkoordinasikan program tapi 
juga bisa mengintervensi program–program penanggulangan kemiskinan yang ada 
di tingkat Kementerian/Lembaga atau pemerintah daerah.  

 Pemerintah perlu mendesain DAK untuk penanggulangan kemiskinan yang sifatnya 
bottom up sesuai kebutuhan daerah dan karakteristik kemiskinan di daerah. Ini 
bermanfaat untuk mengatasi soal tumpang tindih program antara pusat dan daerah, 
dan mengatasi masalah gap antara program yang direncanakan dengan kebutuhan dari 
masyarakat miskin. 
 

Rekomendasi untuk pemerintah pusat (II) 



 Pemerintah daerah didorong untuk membuat regulasi (peraturan daerah) terkait Pengelolaan 
DBH SDA dan penanggulangan kemiskinan berbasis desa.  
 

 Pemerintah daerah harus memiliki data terpadu kemiskinan sampai pada level desa. Ini 
penting untuk melakukan sinergi program penanggulangan kemiskinan di daerah. 
 

 Melibatkan Masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan program 
penanggulangan kemiskinan, tidak hanya sebagai objek dalam program.  
 

 Memperkuat peranan TKPKD bukan sekedar tim koordinasi tapi juga bisa melakukan 
intervensi terhadap program–program penanggulangan kemiskinan yang ada di setiap SKPD 
serta memperluas cakupan tim sampai pada level pemerintah desa. 
 

 Pemerintah daerah harus membuat road map terkait optimalisasi DBH SDA terhadap 
pembangunan daerah. Ini menjadi panduan bagi pengambil kebijakan untuk memanfaatkan 
DBH SDA untuk pembangunan dan menjadi solusi alternatif untuk menghindari 
ketergantungan daerah terhadap DBH SDA. Dimana Roadmap tersebut akan menjadi acuan 
dalam penyusunan RPJMD.   

 

Rekomendasi untuk pemerintah daerah: 



 

TERIMA KASIH 
 

Sekretariat PWYP Indonesia 

Jalan Tebet Timur Dalam VIIIK No.12  

TEBET – JAKSEL  

021-29069727 

meliana@pwyp-Indonesia.org 

sekretariat@pwyp-Indonesia.org 

www.pwyp-Indonesia.org 
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